
Kupang, 25 Maret 2015
Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

di- Jakarta
Perihal:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Permohonan Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini:

1) Nama


:Prof. Ir Fredik Lukas Benu,.M.Si,.Ph.D;
TTL/Umur


:Atambua, 19-11-1965/50 Tahun
Agama


:Kristen Protestan

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl. RW Monginsidi II Gang 2 Kel. Pasir Panjang, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:(0380) 881674/08123798246

2) Nama


:Dr. Deno Kamelus,.SH,.MH

TTL/Umur


:Manggarai, 2 Agustus 1959/56 Tahun

Agama


:Khatolik

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap
:Jl. Ahmad Yani No.2 Kel. Mbaumuku-Ruteng Kabupaten Manggarai

No Telp/fax/HP

:08113828459
3) Nama


:Prof. Drs. Mangadas Lumban Gaol,.M.Si,.Ph.D
TTL/Umur


:Bakara Marbun, 17-11-1965/50 Tahun
Agama


:Kristen Protestan
Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:RSS Oesapa Blok R No. 11 Kel.Oesapa, Kupang.
Nomor Telp/fax/HP
:081237853001
4) Nama


:Ir. I Wayan Mudita,.M.Sc,.Ph.D
TTL/Umur


:Bali, 21-07-1959/56 Tahun
Agama


:Hindu
Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl Seruni 2A Kel. Kota Raja, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:081339339775
5) Nama


:Prof.Dr. Simon Sabon Ola,.M.Hum
TTL/Umur


:Flores Timur, 22-03-1965/50 Tahun
Agama


:Khatolik

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl. Ketela RT/RW:023/010 Kel.Oepura, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:08124654480
6) Nama


:Dr. Kotan. Y. Stefanus,.SH,.M.Hum;
TTL/Umur


:Flores Timur,27-12-1960/55 Tahun
Agama


:Khatolik

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:RT/RW:029/008 Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:081345110056
7) Nama


:Sukardan Aloysius,.SH,.M.Hum
TTL/Umur


:Ruteng, 6 September 1959/56 Tahun
Agama


:Khatolik
Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl. Wamintra RT/RW:021/008 Kel. Maulafa Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:081339410500
8) Nama


:Dr. Umbu Lily Pekuwali,.SH.M.Hum 
TTL/Umur


:Sumba Timur, 12-03-1958/57 Tahun
Agama


:Kristen Protestan
Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl. Timor Raya, Gang Monitor, Kel. Oesapa, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:081392077875
9) Nama


:Ishak Tungga,.SH,.M.Hum;
TTL/Umur


:Rote,18 Mei 1960/55 Tahun
Agama


:Kristen Protestan

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl. Farmasi No.10 Kel.Liliba, Kec. Oebobo, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:08123799706
10) Nama


:Dr. Dhey Wego Tadeus,.SH,.M.Hum;
TTL/Umur


:Bajawa, 27-10-1963/52 Tahun
Agama


:Khatolik

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl. El Tari II Depan AKPER, Kel.Liliba, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:081339404326
11) Nama


:Dr. Saryono Yohanes, SH, M.Hum;
TTL/Umur


:Manggarai, 12 Juli 1962/52 Tahun
Agama


:Khatolik

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap
:Jl. Sam Ratulangi Raya, Gang Wok Kel. Oesapa Barat, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:081322043362
12) Nama


:Daud Dima Talo,.SH,.MA,.MH

TTL/Umur


:Kupang,26-12-1959/56 Tahun

Agama


:Kristen Protestan

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl.Kika Ga Kel. Kelapa Lima, Kupang

Nomor Telp/fax/HP
:08123760773

13) Nama


:Darius Mauritsius,.SH,.M.Hum;
TTL/Umur


:Maumere, 31 Mei 1977/38 Tahun
Agama


:Khatolik

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:RSS Oesapa Blok O No.24 Kel. Oesapa, Kupang
Nomor Telp/fax/HP
:085239304307
14) Nama


:Bill Nope,.SH,.L.LM
TTL/Umur


:Kupang, 2-11-1979/36 Tahun
Agama


:Kristen Protestan

Kewarganegaraan

:Indonesia

Alamat Lengkap

:Jl. Thamrin RT/RW:042/009 Kel. Oebufu, Kupang 
Nomor Telp/fax/HP
:081339493341
Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PEMOHON, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Aparatur Sipil Negara”, (Bukti P-2) dan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-3) yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD NRI 1945” (Bukti P-1)
Adapun uraian pengujian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah sebagai berikut:
1) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
5. Dalam hal ini, para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain diatur dengan tegas bahwa Pemohon adalah Perorangan (termasuk kelompok perorangan) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Adapun menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi—yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Para Pemohon. Bahwa kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia dan /atau kelompok perorangan warga Negara Indonesia; Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, diatur bahwa, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah, Perorangan warga Negara Indonesia atau Kelompok Orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
5. Bahwa dengan demikian, para pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara memilikki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon yang mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;
3) ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA dan UNDANG-UNDANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
1. Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan: 
“pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota, wajib menyatakan pengunduran diri sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”
dan, Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota; dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyertakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftar menjadi calon”

2. Bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
“Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota, adalah yang memenuhi persyaratan, antara lain: mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon”
3. Bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Bertentangan pula dengan dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi demikian:

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: 

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945:

“setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

4. Bahwa materi muatan yang terkandung di dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara filosofis bertentangan dengan:
1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada alinea I, alinea II dan alinea III yang antara lain menyatakan: […………..karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta adanya kehidupan kebangsaan yang bebas]
2) Paham negara hukum (rechsstaat) dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tercantum secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945;
3) Prinsip Negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi, yang menegaskan adanya suatu pemerintahan yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;

4) Asas pemilihan umum—khususnya dalam asas UMUM, yang artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (rights to vote and rights to be candidate);

5) Asas pemilihan umum—khususnya asas BEBAS yang artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentinganya;
6) Asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baik, yakni asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

5. Bahwa materi muatan yang terkandung di dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara sosiologis bertentangan dengan  ekspektasi dan kesadaran serta keyakinan masyarakat bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara adalah abdi negara atau abdi masyarakat yang telah teruji dan terukur nilainya dalam pengabdian dan pelayanannya kepada masyarakat. Pelayanan Pegawai Negeri Sipil telah hadir sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini demi merwujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
6. Bahwa materi muatan di dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional para pemohon. 
7. Bahwa yang dimaksud dengan perlakuan diskriminatif dalam permohonan ini yaitu adanya perlakuan yang berbeda (diskriminasi prosedur) bagi sesama warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, khususnya bagi warga negara yang berprofesi sebagai PNS atau Aparatur Sipil Negara—apabila hendak mengikuti pemilihan umum langsung untuk menjadi pejabat negara (mencalonkan diri dan/atau dicalonkan menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon walikota, calon wakil bupati dan calon wakil walikota) diwajibkan mundur saat mendaftar menjadi calon. 
8. Bahwa perlakuan berbeda, apabila pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara (ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksan Keuangan, ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh) hanya akan diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status PNS;
9. Bahwa hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect), dan dipenuhi (to fulfill) dan menjadi tolok ukur dalam setiap kehidupan warga negara. Bahwa yang dimaksud dengan telah melanggar hak konstitusional para pemohon adalah hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan diri dan membangun masyarakat, bangsa dan negara dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan dan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;
7) PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, jelas dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk menjadi calon dan/atau dicalonkan menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota.  
Dengan demikian, para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa pegawai ASN dari PNS yang hendak mencalonkan diri dan/atau dicalonkan menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota wajib memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan instansinya dan diberhentikan dari jabatan negeri;
5. Menyatakan dan memutuskan bahwa pegawai ASN dari PNS yg telah ditetapkan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) sebagai pemenang atau terpilih dalam pemilihan langsung gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dapat menjalankan tugasnya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS;
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
[image: image1.jpg]8) PENUTUP
Demikian Permohonan Uji Materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Apabila Mahkamah

berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat, PARA PEMOHON
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